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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

KONSULTAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai konsultan pajak telah diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005;

b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan
akuntabilitas konsultan pajak serta untuk memperjelas
hak dan kewajiban konsultan pajak perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan
sebagaimana tersebut pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
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Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008
tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Seorang Kuasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KONSULTAN
PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan
kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

2. Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

3. Kartu Izin Praktik adalah kartu tanda pengenal diri atau identitas sebagai
Konsultan Pajak untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan.

4. Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai
Konsultan Pajak.

5. Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk
memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.

6. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak adalah panitia yang
dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan Sertifikasi
Konsultan Pajak.

7. Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang
bersifat nasional.

8. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan
Direktur Jenderal Pajak bagi Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar
di Direktorat Jenderal Pajak.

9. Akademisi adalah orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan
perpajakan dan berafiliasi dengan perguruan tinggi.

10. Praktisi di bidang perpajakan adalah orang yang mempunyai Izin Praktik
atau Sertifikat Konsultan Pajak.
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BAB II

PERSYARATAN KONSULTAN PAJAK

Pasal 2

(1) Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. bertempat tinggal di Indonesia;

c. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara
dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
instansi yang berwenang;

e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di
Direktorat Jenderal Pajak; dan

g. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

(2) Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang pernah
mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan
mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas
usia pensiun, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
permintaan sendiri; dan

b. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.

(3) Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pensiunan pegawai Direktorat
Jenderal Pajak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh)
tahun di Direktorat Jenderal Pajak;

b. selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian;

c. mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal
Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
dan
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d. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
surat keputusan pensiun.

BAB III

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Pasal 3

(1) Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal Pajak.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan
menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:

a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang
dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia
Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia (POLRI);

d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar;

e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada
Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang
dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah
dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan

i. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-
benarnya yang dibuat dengan menggunakan format sesuai
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(4) Dalam hal Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri
sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:

a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang
dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II;

b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia
Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia (POLRI);

d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar;

e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada
Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah
sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III;

h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah
dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;

i. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan
pensiun; dan

j. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-
benarnya yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 4

(1) Izin Praktik yang diberikan kepada Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:

a. Izin Praktik tingkat A;

b. Izin Praktik tingkat B; dan

c. Izin Praktik tingkat C.

(2) Izin Praktik tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak
tingkat A.


